
LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON 

KOTA CILEGON 

R Juue 

TAHUN : 2018 I  NOMOR : 11  

PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON 

NOMOR 11 TAHUN 2018 

TENTANG 

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK PEMBIAYAAN PELAKSANAAN 

PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN W AKIL KEPALA DAERAH 

KOTA CILEGON TAHUN 2020 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

WALI KOTA CILEGON, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cilegon Tahun 2020, 

diperlukan biaya yang cukup besar dan bila dia:nggarkan 

dalam satu tahun anggaran akan memberatkan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah; 

b. bahwa pembentukan dana cadangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, dilaksanakan dengan melihat 

kemampuan keuangan daerah agar tidak terlalu membebani 

keuangan Daerah pada tahun anggaran berkenaan yang 

dapat mempengaruhi pembiayaan penyelenggaraan 

pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat; 

c. bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah, Pemerintah Daerah dapat membentuk Dana 

Cadangan guna membiayai kebutuhan dana yang tidak 

dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran, yang 

pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 

d. bahwa . . .  
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d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan 

Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan 

untuk Pembiayaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah 

dan Wakil Kepala Daerah Kota Cilegon Tahun 2020; 

1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan 

Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011  Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5234); 

8. Undang . . .  
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8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4028) ; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang 

Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, (Lembaran Negara 

Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

4480), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 

tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, 

Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 184, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5344); 

1 1.  Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 

Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 

110,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5155) ; 

12. Peraturan . . .  
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4577);  

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;  

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4585); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4593); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;  

17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, 

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah 

Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat; 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 5165); 

19. Peraturan ... 
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19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 

tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban 

Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 Tentang 

Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungiawaban Belanja 

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Batuan Sosial Yang 

Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 201 1  Nomor 450), 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah 

dan Batuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 5 4 1 ) ;  

21 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 310); 

22. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2010 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota 

Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2010 

Nomor 5); 

Dengan . . .  
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON 

dan 

WALI KOTA CILEGON 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN 

DANA CADANGAN UNTUK PEMBIAYAAN PELAKSANAAN 

PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA 

DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2020. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1 .  Daerah adalah Kota Cilegon. 

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

3. Walikota adalah Walikota Cilegon. 

4. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk 

menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif 

besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun 

anggaran. 

5. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota 

Cilegon yang selanjutnya disebut Pilkada adalah sarana 

pelaksanaan kedaulatan rakyat di Wilayah Kota Cilegon 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih 

Wali Kota dan Wakil Wall Kota Cilegon. 

6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban 

daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan 

daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk 

didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan 

dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. 

7. Anggaran . . .  
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7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya 

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan 

pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama 

oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan 

dengan Peraturan Daerah; 

8. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas 

daerah. 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN DANA CADANGAN 

Pasal 2 

Pembentukan Dana Cadangan dimaksudkan untuk 

menyediakan dana dengan tujuan membiayai 

penyelenggaraan Pernilihan Walikota dan Wakil Wali Kota 

Cilegon Tahun 2020 yang pendanannya tidak dapat dipenuhi 

pada 1 (satu) tahun anggaran. 

BAB III 

BESARAN DAN SUMBER DANA CADANGAN 

Pasal 3 

(1) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2, bersumber dari penyisihan atas 

penerimaan daerah diluar aloksi Dana Alokasi Khusus 

(DAK), pinjaman daerah, dan/atau penerimaan lain yang 

penggunaannya telah dibatasi untuk pengeluaran 

tertentu. 

(2) Besaran anggaran 

dialokasikan adalah 

dana cadangan yang akan 

sebesar Rp. 10.000.000.000,­ 

(sepuluh rnilyar rupiah) yang bersumber dari APBD Kota 

Cilegon Tahun Anggaran 2019. 

BAB ...  
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BAB IV 

PENEMPATAN DANA CADANGAN 

Pasal 4 

(1) Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) akan 

disimpan dalam bentuk deposito berjangka pada Bank 

Pemerintah atau Lembaga Keuangan yang ditunjuk oleh 

Pemerintah Daerah. 

(2) Keuntungan atau interest penyimpanan dana cadangan 

melalui simpanan deposito berjangka sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ,  akan menjadi biaya tambahan 

bagi pelaksanaan objek pembentuk dana cadangan. 

(3) Penunjukan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota. 

BABV 

PEMBIAYAAN 

Pasal 5 

Segala pengeluaran yang timbul sebagai akibat deposito 

dana cadangan dibebankan pada rekening dana cadangan. 

BAB VI 

PERTANGGUNGJAWABAN 

Pasal 6 

(1)  Posisi dana cadangan dilaporkan sebagai bagian yang 

tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban 

APBD. 

(2) Kekurangan biaya penyelenggaraan Pilkada Tahun 

2020 dianggarkan pada APBD Tahun berkenaan. 

(3) Apabila terdapat kelebihan ataupun dana yang 

tidak dipergunakan terkait pelaksanaan kegiatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau 

terjadinya peraturan perundang-undangan atau 

perubahan sistem Pemilihan Kepala Daerah, maka 

Dana Cadangan dipindahkan dalam rekening Kas 

Daerah pada Tahun 2020. 

BAB . . .  
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BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7 

Peraturan Daerah ini berlaku mulai pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap 

pengundangan Peraturan Daerah 

memerintahkan 

ini dengan 

orang mengetahuinya, 

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cilegon. 

Ditetapkan di Cilegon 

pada tanggal, 17 Desember 2018 

Plt. WALI KOTA CILEGON, 

ttd 

EDI ARIADI 

Diundangkan di Cilegon 

pada tanggal, 17 Desember 2018 

S H KOTA CILEGON, 

RYATI 

AH KOTA CILEGON TAHUN 2018 NOMOR 11 


